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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian hasil analisis diatas, yaitu pertanggungjawaban 

pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati maka 

penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang melakukan tindak 

pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana 

bagi anak  yang melawan hukum ditentukan pada Pasal 81 ayat (2) yaitu 

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu 

perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” 

Sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak 

diberlakukan terhadap anak. 

2. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt.Pst tentang tindak pidana 

kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Hakim telah melakukan 

proses persidangan, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai tujuan 

pemidanaan yang dimana menjatuhkan hukuman pidana kepada Para Pelaku 

Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 

(enam) bulan. Tetapi hakim dapat mempertimbangkan tingkat kekejam 

pelaku sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) yang menjatuhkan hukuman pidana 

Para Pelaku Anak selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan atau setengah 

dari orang deawasa serta dikurangi selama penahanan sementara pelaku 
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anak, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana kekerasan 

anak ini serta pertanggungjawabannya belum mencapai rasa keadilan. 

 

 
B. Saran 

Berdasarkan pada uraian hasil analisis diatas, maka penulis memberikan 

saran yang ditujukan kepada pihak terkait, sebagai berikut : 

1. Di Indonesia telah mempunyai peraturan hukum yang jelas mengenai tindak 

pidana kekerasan terdahap anak yang dilakukan oleh  anak, mengingat 

kejahatan yang dilakukan anak semakin kejam maka perlu dipertimbangkan 

agar kembali pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 47 ayat 1 “Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana 

pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga”. 

2. Ancaman pidana penjara yang dilakukan adalah maksimal 15 tahun, maka 

sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sesuai 

dengan tingkat kekejaman pelaku seharusnya pidana yang dijatuhkan 7 

(tujuh) tahun 6 (enam) bulan agar pelaku mendapatkan efek jera serta 

memberikan rasa keadilan bagi korban. 
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